LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

N

NOMOR 2 2006 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG

REVISI DALAM BENTUK PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2006
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA’ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat
Gubernur Jawa Barat Nomor. 188.34/383/Huk.
perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun
Anggaran 2006, maka perlu melakukan revisi
dalam bentuk penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 1 Tahun 2006;
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Mengingat

bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1977 sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
Nomor 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4623);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4027);
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4416), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
barang dan Jasa Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2005);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan
Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah
pada Pihak Ketiga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1997 tentang Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
Daerabh;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan
dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan
Keuangan Daerabh;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah;
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Garut Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan
Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Garut pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah
Tahun 1991Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24
Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25
Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan
Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 39);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Tata Kerja Badan Pengelola RSU dr. Slamet
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun
2001 Nomor 54);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 35
Tahun 2001 tentang Rencana Strategis
(RENSTRA) Kabupaten Garut Tahun 2001-2005
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5
Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun
2002 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7
Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
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41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9
Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11
Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2005
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 39);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2005 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4
Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 17);
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Memperhatikan

49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7

1.

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun
2005 Nomor 15).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2006 dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan =~ APBD
Tahun Anggaran 2005;

Surat  Gubernur Jawa  Barat  Nomor.
188.34/383/Huk perihal Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang
APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2006;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten  Garut terhadap  Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang
Revisi Dalam Bentuk Penyempurnaan dan
Penyesuaian Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2006
Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan
BUPATI GARUT
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TENTANG REVISI DALAM BENTUK
PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2006
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun
Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar ...............ccooen.. Rp. 991.628.312.451,00

2. Belanja sebesar
Surplus sebesar

3. Pembiayaan

.............................. Rp. 977.720.257.906,00

.............................. Rp. 13.908.054.545,00

a. Penerimaan sebesar .................... Rp. 0,00
b. Pengeluaran sebesar ................... Rp. 13.908.054.545,00

Surplus sebesar

............................... Rp. 13.908.054.545,00

Pasal 2

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran |

10

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
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2. Lampiran 1l

3. Lampiran I

4. Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

© ® N o O

Lampiran X
10. Lampiran X

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerabh;

Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat
Daerabh;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Pinjaman Daerabh;

Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
Daftar Aktiva Tetap Daerah;

Daftar Dana Cadangan.

Rekapitulasi Belanja Menurut Bidang
Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan
Kegiatan.

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2006, sebagai
landasan operasional pelaksanaan.

11
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Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 15 Pebruari 2006

BUPATI GARUT,

ttd

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut
padatanggal 15 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI A

12



